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LAMPIRAN  

PERATURAN GUBERNUR BANTEN  

NOMOR    30  TAHUN 2018  

TENTANG  

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH 

DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2018 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG DAN DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN   

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai 

kedudukan yang strategis dalam  penyelenggaraan pemerintahan daerah 

mengingat beberapa hal sebagai berikut:    

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan 

penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala 

daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan 

pembangunan tahunan daerah. 

2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan 

pembangunan tahunan bagi seluruh perangkat daerah dalam 

menyusun Renja-PD. 

3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan 

Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran 

sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam 

penyusunan APBD.   

4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap 

pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian 

kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan. 

Mengingat dokumen RKPD merupakan posisi strategis dalam 

penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, 

maka diperlukan perhatian dan pemikiran strategis sejak awal tahapan 

penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD, sehingga dapat dihasilkan 

dokumen RKPD yang berkualitas, yaitu telah memenuhi kriteria 

sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
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Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 

dimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut disebutkan 

bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil 

evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya 

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: 

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas 

pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan 

Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;  

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan 

c. Penambahan kegiatan baru akibat terdapat kebijakan nasional atau 

Provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD 

ditetapkan. 

RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah 

digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang 

APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD. Dalam 

hal RKPD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun 

berjalan, maka dapat dilakukan perubahan. 

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD 

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 

dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang 

meliputi : perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal 

daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan 

kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi 

masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, perlu dilakukan 

perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi. Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan guna menampung 

seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan 

pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang 

berimbas pada stuktur APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, 

maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum 

diakomodir dalam APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018. 
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Perubahan RKPD Tahun 2018 dan Perubahan Renja-PD Tahun 2018 

dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya 

dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan 

perkembangan keadaan, meliputi: 

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi 

daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran 

pembangunan, rencana program, dan kegiatan prioritas daerah; 

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;   

3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan 

dalam peraturan perundang-undangan;  

4. Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan 

kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan 

atau pengurangan target kinerja, dan pagu kegiatan, serta perubahan 

lokasi dan kelompok sasaran kegiatan; dan  

5. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan 

kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud 

dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2018.  

 

B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN 

Landasan hukum penyusunan Perubahan RKPD ini adalah:  

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

4010); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26); 

8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 

(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten 

Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 

Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 

2017 Nomor 5); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 

Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 

Nomor 70); 

10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2017 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 

(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 9); 

11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 56 Tahun 2017 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 (Lembaran 

Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 56); 

12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 

(Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 1); 
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13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Indikator 

Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Banten dan Indikator Kinerja 

Utama Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Berita 

Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 16). 

 

C. MAKSUD DAN TUJUAN 

Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2018 disusun dengan 

maksud untuk: 

a.  dasar penetapan perubahan RKPD; 

b. pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan APBD; dan 

c. perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara. 

Adapun tujuannya yaitu sebagai acuan bagi seluruh perangkat daerah 

dalam menyusun perubahan KUA dan PPAS Tahun 2018.  

 

D. SISTEMATIKA DOKUMEN  

Perubahan RKPD Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai 

berikut:  

BAB I Pendahuluan; 

BAB II  Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan; 

BAB III  Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;  

BAB IV  Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;  

BAB V  Rencana Kerja dan Pendanaan; dan  

BAB VI Penutup.  

 


